WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
PENEGERIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DI KOTA BANJARMASIN

WALI KOTA BANJARMASIN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan mutu
Pendidikan Anak Usia Dini dan dalam rangka
peningkatan Standar Pelayanan Minimal di Kota
Banjarmasin periu melaksanakan pencgenan
Satuan Pendidikan di Kota Banjarmasin;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagmmana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota
Banjarmasin tentang  Penegerian Satuan
Pendidikan Anak Usia Dini di Kota Banjarmasin;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3
Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat
I Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1953 Nomeor 9] sebagai Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran
Republik Indonesia Nomor 1820)

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 78,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587}
scbagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);




10.

j 3

12.

13,

Undang-Undang Nomor | Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Dacrah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lernbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757,

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992
tentang Peran  Serta  Masyarakat Dalam
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1992);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005
tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa
kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005
tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 435,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5670);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018
tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomeor 6322,

Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang
Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 146);

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional
Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1688);
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014
Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia
Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 1679};

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Penyediaan
Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 654);




Memperhatikan

Menetapkan
KESATU

14.

15.

16.

&

18.

19.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis
Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687},
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 13
Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan
(Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2009
Nomor 13);

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun
2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat
Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota
Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40}
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin
Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan
Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin
(Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021
Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Banjarmasin Nomor 63);

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun
2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7.
Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomeor
66);

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun
2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022
(Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021
Nomor 9};

Surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin
Nomor :  420/93399/PAUDNI/Dipendik/IX/2022,
tanggal S5 September 2022, Perihal Permohonan

Penegerian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Swasta
menjadi Pendidikan Anak Usia Dini Negeri.

MEMUTUSKAN:

Penegenm‘: Satuan Pendidikan Anak Usia Dini di Kota
Banjarmasin sebagaimana tercantum dalam Lampiran yvang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali






LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALL KOTA BANJARMASIN
NOMOR 55 TAHUN 2023

TENTANG FENEGERIAN SATUAN PENDHDIKAN

ANAK UISIA DINI KOTA
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PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

DINAS PENDIDIKAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJARMASIN
NOMOR : 400.3.3.1/21 - PAUDNUDipendik/2023

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PAUD TERPADU ( TK, KOBER DAN TPA )

NEGERI PEMBINA BANJARMASIN TENGAH 2

KECAMATAN BANJARMASIN TENGAH
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJARMASIN

Menimbang 5 =

3
4,

Memperhatikan o

bahwa untuk mencerdaskan  kehidupan  bangsa  sebagaimana
diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945, adalah merupakan
tanggung jawab bersama antara pemerintah, masvarakat dan orang
fua;

. bahwa dalam hal pendinan dan penyelenggaraan pendidikan

terutama pada sekolah swasta peran serta masyarakal sangat
diperlukan, dan untuk penetapannya perlu ditetapkan dalam Surat
Keputusan Kepala Dinas.

. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1939 tentang penctapan Undang-

undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang pembentukan [Daerah
Tingkat 11 di Kalimantan (lembaran Negara Tahun 1953 No9 )
Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 195% No 72
Tambahan Lembaran Negara No. L820);

Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 temtang Sistem Pendidikan
Nasional  ( Lembaran Negara Tahun 2003  Nomor 78 [ambahan
Lembaran Negara Nomaor 4302 ),

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindunpan Anak.
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Dacrah
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan [ embaran
Negara Nomor 4437 ),

Peraturan Pemerinlah Nomor 19 thun 2005 tentang Standar
Pendidikan Nasional;

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tanun 2009
tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini:

Peraturan Dacrah Kota Banjarmasin nomor 13 Tahun 2009 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan;

Peraturan Walikota Nomor 13 tahun 2011 tentang Tugas Pokok,
Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin

Surat Permohonan Kepala TK Negeri Pembina Banjarmasin Tengah 2
Kota Bnnjarmaain

Nomor : 027/TKN Pembina2/BS/KTH/VIL2023

'Tmml - 17 Juli 2023

mw - Senin, 17 Juli 2023



Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

KETIGA

MEMUTUSKAN

Menyetujwt  1zin - penyelenggaraan pendidikan nonformal
pendidikan anak usia dim (PAUD) kepada

Nama Lembaga  © Negeri Pembina Banjarmasin Tengah 2
Jemis Kegiatan ~ Kelompok Bermain ( Kober )

Tahun Berdin 3 Nopember 2022

Alamat ol Meratus Rt 16

Kelurahan Antasan Besar
Kecamatan Banjarmasin Tengah
Kota Banjarmasin

a  Dalam penyelenggaraan pendidikan harus berpedoman kepada
peraturan  yang berlaku dan vang (clah ditetapkan oleh
pemerintah  serta kurikulum yang dipakar mengacu pada
kurikulum Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

b. Pembinaan, pembiayaan, pemeliharaan serta kesejahicraan
aparatur dan perlengkapan pendidikan disekolah tersebut adalah
menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Banjarmasin

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan
apabila dikemudian hari, ternyata terdapat kekehruan  dalam
penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di . Banmjarmasin
Pada Tanggal 8 Juli 2023

——
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